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This study aims to examine the role of land certificates as a guarantee of legal certainty in the 
inheritance process. A valid and registered land certificate in the National Land Agency (BPN) 
plays a significant role as legitimate proof of ownership of inherited land. The research reveals 
that clear and registered land certificates can reduce the potential for disputes among heirs and 
unrelated third parties. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection 
techniques through in-depth interviews and document analysis. The findings show that valid land 
certificates provide stronger legal protection for heirs and facilitate the distribution of inheritance. 
Therefore, it is crucial for every landowner to ensure that their land certificates are properly 
registered with BPN to avoid potential disputes and ensure their rights in the future. 
Keywords: Land certificate, legal certainty, inheritance, dispute, National Land Agency.  
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sertipikat tanah sebagai jaminan 
kepastian hukum dalam proses pewarisan. Sertipikat tanah yang sah dan terdaftar di Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) memiliki fungsi penting sebagai alat bukti yang sah dalam 
menentukan hak kepemilikan atas tanah yang diwariskan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 
sertipikat tanah yang jelas dan terdaftar dapat mengurangi potensi sengketa antar ahli waris dan 
pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah yang sah memberikan 
perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ahli waris dan memperlancar pembagian warisan. Oleh 
karena itu, penting bagi setiap pemilik tanah untuk memastikan bahwa sertipikat tanah mereka 
terdaftar dengan baik di BPN guna menghindari potensi sengketa dan memastikan hak-hak 
mereka di masa depan.. 
Kata Kunci: Sertipikat tanah, kepastian hukum, pewarisan, sengketa, Badan Pertanahan 
Nasional. 

 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Penyuluhan hukum tentang sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum dalam pewarisan 
merupakan tema yang sangat relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Sertipikat tanah 
sebagai bukti kepemilikan menjadi hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan jaminan 
kepastian hukum pewarisan. Pengaturan mengenai sertipikat ini memiliki peran besar dalam 
memastikan hak-hak waris yang sah bagi ahli waris dan memberikan perlindungan terhadap hak 
milik atas tanah yang diwariskan. Dalam konteks ini, pengertian jaminan kepastian hukum sangat 
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berkaitan dengan adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap hak-hak atas tanah yang 
diwariskan, serta mekanisme yang dapat menjamin tidak adanya sengketa yang dapat merugikan 
pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarno, 2020). 

Sertipikat tanah, baik berupa sertifikat hak milik (SHM), hak pakai, hak sewa, atau hak 
lainnya, adalah dokumen yang diterbitkan oleh negara sebagai bukti hak atas tanah. Sertipikat ini 
juga berfungsi sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar 
transaksi, baik itu jual beli, hibah, maupun dalam hal pewarisan. Dalam banyak kasus, apabila 
sertipikat tersebut hilang atau rusak, dapat menimbulkan masalah hukum yang kompleks dalam 
proses pewarisan (Fauzi, 2021). Oleh karena itu, keberadaan sertipikat yang sah dan terdaftar 
pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat penting dalam memastikan kelancaran proses 
pewarisan dan menjamin hak-hak ahli waris. 

Proses pewarisan sendiri merupakan suatu kegiatan hukum yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur siapa saja yang berhak untuk 
mewarisi dan bagaimana cara pembagian warisan tersebut dilakukan. Pewarisan dapat dilakukan 
berdasarkan wasiat atau berdasarkan ketentuan hukum jika seseorang tidak membuat wasiat. 
Sertipikat tanah sebagai bagian dari warisan menjadi sangat penting karena bisa mempengaruhi 
bagaimana warisan tersebut dibagi. Dalam konteks ini, terdapat berbagai peraturan yang 
mengatur pengalihan hak atas tanah yang dapat dilakukan oleh ahli waris, yang salah satunya 
melibatkan sertipikat tanah yang sah (Setiawan & Harjanto, 2018). 

Salah satu permasalahan utama yang sering muncul dalam praktik pewarisan adalah 
sengketa atas tanah yang diwariskan, terutama yang terkait dengan keabsahan sertipikat tanah. 
Sebagai contoh, bisa terjadi masalah jika ada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah yang 
sama, atau apabila tanah yang diwariskan belum terdaftar dengan jelas di BPN. Dalam hal ini, 
sertipikat tanah yang sah akan menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa, karena sertipikat 
tersebut menjadi bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
(Hastuti, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi ahli waris untuk memastikan bahwa 
sertipikat atas tanah yang mereka warisi berada dalam kondisi yang jelas dan terdaftar dengan 
baik di instansi yang berwenang. 

Sertipikat tanah juga memiliki peran penting dalam konteks jaminan kepastian hukum bagi 
pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga yang berhubungan dengan pemilik tanah, seperti 
lembaga keuangan atau pihak yang melakukan transaksi jual beli, akan merasa lebih aman dalam 
bertransaksi jika sertipikat tanah tersebut terdaftar dan terjamin keabsahannya. Dengan adanya 
kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, pihak ketiga juga dapat menghindari risiko terjadinya 
sengketa di kemudian hari, yang dapat merugikan mereka (Wijaya, 2017). Hal ini juga sangat 
berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris yang dapat memperoleh hak mereka secara 
jelas tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga yang tidak berkepentingan. 

Sistem pertanahan di Indonesia mengatur bahwa setiap tanah yang memiliki hak, baik hak 
milik, hak sewa, maupun hak lainnya, harus terdaftar dalam sistem pertanahan negara. Oleh 
karena itu, untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pewarisan, penting bagi pemilik 
tanah untuk selalu memperbarui data sertipikat mereka agar tidak terjadi masalah di kemudian 
hari. Sertipikat yang sudah terdaftar di BPN juga akan mempermudah proses pembagian warisan, 
karena setiap ahli waris dapat mengetahui dengan jelas bagian mereka dan tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan (Rosyidi, 2020). 
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Namun, meskipun sistem pertanahan di Indonesia telah ada untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum, tidak jarang masih ditemukan berbagai masalah dalam proses pembagian 
warisan. Salah satunya adalah adanya pihak yang tidak terdaftar dalam daftar ahli waris, yang 
menyebabkan permasalahan dalam pembagian warisan. Selain itu, peraturan yang mengatur 
tentang pembagian warisan dalam hukum adat sering kali berbeda dengan ketentuan hukum 
negara, yang menyebabkan munculnya sengketa antara ahli waris (Rahmadani, 2021). Oleh 
karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertipikat sebagai 
jaminan kepastian hukum dalam proses pewarisan agar masalah-masalah ini dapat diminimalisir. 

Dalam konteks hukum Indonesia, sertipikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti 
kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi 
pertanahan. Sertipikat yang sah memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengalihkan hak 
tersebut kepada pihak lain, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan. Dalam hal warisan, 
sertipikat yang sah menjadi dasar yang kuat bagi ahli waris untuk memperoleh hak mereka atas 
tanah yang ditinggalkan oleh pewaris (Sujana, 2019). Oleh karena itu, keberadaan sertipikat yang 
sah dan terdaftar pada BPN sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris tidak 
terabaikan dan dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Di sisi lain, bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah, mereka sering kali 
menghadapi kesulitan dalam proses pewarisan, karena tanah yang tidak terdaftar atau belum 
memiliki sertipikat akan sulit untuk dibagikan atau dijual. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya 
ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang merugikan para pihak yang terlibat. Oleh karena 
itu, edukasi mengenai pentingnya sertipikat tanah dalam konteks pewarisan menjadi sangat 
penting agar masyarakat memahami betul manfaat dan peranannya dalam memastikan kepastian 
hukum atas hak milik mereka (Nurhasanah, 2020). 

Sebagai kesimpulan, sertipikat tanah memegang peranan yang sangat penting dalam 
memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses pewarisan. Sertipikat yang sah dan terdaftar 
pada BPN dapat menghindari terjadinya sengketa atas tanah warisan dan memberikan 
perlindungan hukum kepada ahli waris serta pihak ketiga yang terlibat. Oleh karena itu, penting 
bagi setiap individu untuk memahami peran sertipikat tanah dalam hukum pewarisan dan 
memastikan bahwa tanah yang dimiliki terdaftar dengan baik di instansi yang berwenang. 
Penyuluhan hukum yang tepat mengenai hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghindari 
masalah yang mungkin timbul di kemudian hari dan memastikan bahwa hak waris dapat diperoleh 
dengan jelas dan sah. 

KAJIAN TEORITIS 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teori 
yang relevan serta mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
topik mengenai sertipikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum dalam pewarisan. 
Pembahasan dalam bagian ini akan mencakup teori-teori hukum pertanahan, teori 
pewarisan, serta pentingnya sertipikat tanah dalam memberikan kepastian hukum atas hak 
milik yang diwariskan. Di samping itu, penelitian sebelumnya yang relevan dengan 
masalah sengketa tanah dalam proses pewarisan akan dikaji sebagai acuan dalam 
memperkaya pemikiran penelitian ini. 

Dalam konteks hukum pertanahan, teori yang relevan adalah teori hak milik, yang 
dikemukakan oleh berbagai pakar hukum. Hak milik merupakan hak yang memberikan 
wewenang penuh bagi pemiliknya untuk mengelola, mengalihkan, atau mengambil 



 
161      JAPM - VOLUME 2, NO. 1, JANUARI 2024  

manfaat dari tanah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada 
sertipikat tanah, yang berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah. Sertipikat tanah 
ini memberikan status kepemilikan yang jelas dan diakui oleh negara, yang pada 
gilirannya berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa dalam setiap transaksi 
pertanahan, termasuk dalam proses pewarisan. Selain itu, teori kepastian hukum yang 
diuraikan oleh Sumarno (2020) juga sangat relevan dalam pembahasan ini. Dalam 
pandangannya, kepastian hukum dalam pertanahan dapat terwujud dengan adanya 
pengakuan hukum yang jelas atas hak milik tanah melalui pendaftaran dan penerbitan 
sertipikat tanah. Dalam hal ini, sertipikat yang sah menjadi instrumen yang dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan mencegah terjadinya sengketa 
yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. 

Selain itu, teori pewarisan juga memegang peranan penting dalam penelitian ini, 
karena pewarisan tanah adalah salah satu topik utama yang dibahas. Pewarisan tanah 
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memberikan dasar 
hukum mengenai siapa saja yang berhak mewarisi dan bagaimana cara pembagian harta 
warisan tersebut dilakukan. Hukum perdata mengatur bahwa pewarisan dapat dilakukan 
berdasarkan wasiat atau berdasarkan hukum yang berlaku, jika pewaris tidak membuat 
wasiat. Dalam hal ini, sertipikat tanah memiliki peran sentral, karena tanah yang menjadi 
bagian dari harta warisan harus dapat dibagikan secara jelas dan adil antara ahli waris. 
Sertipikat yang sah menjadi dasar dalam membuktikan hak atas tanah tersebut dan 
memberikan kepastian hukum bagi ahli waris untuk memperoleh bagian warisan yang 
sah. 

Masalah yang sering muncul dalam praktik pewarisan adalah sengketa tanah yang 
diwariskan. Hal ini terjadi karena tanah yang diwariskan tidak terdaftar dengan jelas di 
Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau bahkan sertipikatnya hilang. Ketidakjelasan 
status tanah dapat menghambat proses pewarisan dan membingungkan ahli waris dalam 
pembagian tanah tersebut. Oleh karena itu, sertipikat tanah berfungsi sebagai alat bukti 
yang sah dan memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah 
tersebut. Sebagai contoh, jika tanah yang diwariskan tidak tercatat dengan jelas, maka 
proses pembagian warisan akan menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan konflik 
antara ahli waris. Dalam hal ini, keberadaan sertipikat tanah yang sah menjadi kunci untuk 
mencegah terjadinya sengketa atas tanah warisan (Hastuti, 2019). 

Penelitian sebelumnya oleh Sumarno (2020) juga menunjukkan bahwa sertipikat 
tanah yang sah dan terdaftar di BPN memberikan perlindungan hukum yang lebih baik 
dalam proses pewarisan, baik itu dalam hal menghindari sengketa maupun dalam hal 
memastikan hak waris dibagikan dengan adil. Dalam penelitiannya, Sumarno 
menekankan pentingnya sertipikat yang terdaftar sebagai bentuk pengakuan negara 
terhadap hak kepemilikan tanah, yang memudahkan pembagian warisan tanpa adanya 
masalah hukum di kemudian hari. Sertipikat tanah yang sah dan terdaftar juga dapat 
mengurangi risiko terjadinya klaim yang tidak sah oleh pihak lain yang tidak memiliki 
hak atas tanah tersebut. 

Sementara itu, Fauzi (2021) juga meneliti bahwa masalah utama yang sering 
muncul dalam proses pewarisan tanah adalah hilangnya sertipikat atau ketidakakuratan 
data yang terdaftar di BPN. Penelitiannya menunjukkan bahwa hilangnya sertipikat tanah 
atau ketidaksesuaian data dapat menghambat pembagian warisan dan bahkan 
menimbulkan sengketa antara ahli waris. Oleh karena itu, sertipikat tanah yang sah dan 
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terdaftar sangat penting dalam menjaga kepastian hukum atas tanah yang diwariskan dan 
mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Harjanto (2018), mereka 
mengungkapkan bahwa banyak sengketa pewarisan yang terjadi di Indonesia disebabkan 
oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang diwariskan. Mereka menemukan 
bahwa apabila tanah yang diwariskan tidak memiliki sertipikat atau sertipikatnya hilang, 
maka proses pewarisan dapat terhambat dan sering kali menimbulkan sengketa antara ahli 
waris. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar setiap ahli waris memastikan bahwa 
sertipikat tanah yang diwariskan berada dalam kondisi yang jelas dan terdaftar di BPN 
untuk mencegah sengketa di masa depan. 

Di sisi lain, penelitian oleh Rosyidi (2020) juga mengungkapkan bahwa dalam 
banyak kasus, sertipikat tanah yang tidak terdaftar atau hilang dapat menghalangi proses 
pewarisan. Dalam penelitiannya, Rosyidi menyarankan agar masyarakat lebih memahami 
pentingnya sertipikat tanah dalam memastikan hak milik yang sah, terutama dalam 
konteks pewarisan, sehingga mereka dapat menghindari masalah hukum yang timbul 
akibat ketidakjelasan status tanah. 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa 
sertipikat tanah memegang peranan penting dalam proses pewarisan karena menjadi alat 
bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah. Sertipikat tanah yang terdaftar memberikan 
kepastian hukum bagi ahli waris dan mencegah terjadinya sengketa atas tanah yang 
diwariskan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya sertipikat tanah 
sebagai jaminan kepastian hukum dalam pewarisan, dengan tujuan untuk mengurangi 
potensi sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ahli waris. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali 
pemahaman mendalam tentang peran sertipikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum dalam 
pewarisan. Penelitian ini bersifat eksploratif, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana 
sertipikat tanah dapat mengurangi sengketa dalam proses pewarisan serta memberikan 
perlindungan hukum bagi ahli waris (Hastuti, 2019; Sumarno, 2020). Data dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi pertanahan, serta beberapa ahli waris yang 
terlibat dalam sengketa pewarisan, di samping studi dokumentasi yang mencakup peraturan 
perundang-undangan terkait pertanahan dan pewarisan (Rosyidi, 2020). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan 
tema-tema utama yang muncul, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau hubungan 
antara sertipikat tanah dengan kepastian hukum dalam pewarisan (Setiawan & Harjanto, 2018).. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sertipikat tanah 
sebagai jaminan kepastian hukum dalam pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali 
pemahaman lebih dalam tentang peran sertipikat tanah dalam proses pewarisan serta untuk 
mengidentifikasi pengaruh keberadaan sertipikat terhadap potensi sengketa hukum yang bisa 
timbul dalam pembagian warisan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 
ahli hukum, praktisi pertanahan, dan beberapa ahli waris yang terlibat dalam sengketa pewarisan 
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang topik yang diteliti. Hasil analisis data yang 
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dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini akan dibahas secara mendalam untuk 
memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. 

1. Peran Sertipikat Tanah dalam Memberikan Kepastian Hukum pada Proses 
Pewarisan 

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sertipikat 
tanah memberikan kepastian hukum dalam proses pewarisan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan ahli hukum dan praktisi pertanahan, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa 
sertipikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam menentukan siapa yang berhak atas 
tanah yang diwariskan. Sertipikat yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan tanah dan menghindari potensi sengketa 
yang berkepanjangan (Hastuti, 2019). Keberadaan sertipikat yang terdaftar memastikan bahwa 
hak atas tanah dapat dibagi dengan jelas dan adil antara ahli waris yang sah. 

Salah satu responden yang berprofesi sebagai praktisi hukum menyatakan bahwa "sertipikat 
tanah yang sah menjadi dasar hukum yang kuat dalam proses pembagian warisan, karena diakui 
oleh negara sebagai bukti kepemilikan yang sah. Tanpa sertipikat yang jelas, proses pembagian 
bisa terhambat dan bahkan bisa menyebabkan konflik antara ahli waris." Pernyataan ini sejalan 
dengan penelitian Sumarno (2020), yang menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus sengketa 
pertanahan yang berkaitan dengan pewarisan, sering kali masalah utama yang muncul adalah 
ketidakjelasan status tanah yang diwariskan, baik itu karena sertipikat hilang atau karena tidak 
terdaftar dengan jelas di BPN. 

 
2. Pentingnya Pendaftaran Sertipikat di BPN untuk Menghindari Sengketa Hukum 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu permasalahan utama yang sering 

terjadi dalam pewarisan tanah adalah sertipikat yang hilang atau tidak terdaftar. Hal ini 
menyebabkan kesulitan dalam membuktikan kepemilikan tanah yang diwariskan, dan pada 
gilirannya dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Seperti yang dijelaskan oleh Rosyidi 
(2020), "proses pewarisan akan lebih mudah dan terhindar dari sengketa jika sertipikat tanah 
terdaftar dengan jelas di BPN. Sertipikat yang terdaftar memberikan perlindungan hukum yang 
kuat bagi ahli waris dan mengurangi potensi terjadinya klaim yang tidak sah dari pihak ketiga." 

Dalam salah satu kasus yang diteliti, seorang ahli waris mengungkapkan bahwa tanah yang 
diwariskan oleh orang tuanya tidak memiliki sertipikat yang jelas dan terdaftar, sehingga mereka 
terpaksa mengurus pendaftaran ulang sertipikat tersebut sebelum dapat membaginya. Proses ini 
memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, serta menambah ketegangan antar ahli waris 
yang sudah lama menunggu pembagian harta warisan. Situasi ini menggambarkan betapa 
pentingnya keberadaan sertipikat yang terdaftar untuk memberikan kepastian hukum dalam 
pembagian warisan. 

 
3. Dampak Ketidakjelasan Status Tanah terhadap Pembagian Warisan 
Sertipikat tanah yang tidak terdaftar atau hilang dapat menyebabkan ketidakjelasan status 

tanah yang diwariskan, yang pada gilirannya memicu perselisihan antar ahli waris. Dalam hal ini, 
para ahli waris sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang siapa yang berhak atas tanah 
tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Harjanto (2018) menunjukkan bahwa 
sengketa pertanahan yang terkait dengan pewarisan sering kali dipicu oleh ketidakjelasan status 
tanah yang diwariskan. Tanpa adanya sertipikat yang sah dan terdaftar, hak kepemilikan tanah 
menjadi ambigu dan menambah kerumitan dalam proses pembagian warisan. 



Penyuluhan Hukum Tentang Sertipikat Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Pewarisan. 
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Sebagai contoh, dalam satu kasus yang dihadapi oleh salah satu responden, tanah yang 
diwariskan oleh orang tuanya tidak tercatat dalam daftar pertanahan BPN. Hal ini menyebabkan 
kesulitan dalam pembagian tanah warisan antara beberapa orang anak yang memiliki hak atas 
tanah tersebut. Meskipun para ahli waris sepakat untuk membagi tanah tersebut, mereka tidak 
dapat melakukannya tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, keberadaan 
sertipikat yang jelas dan terdaftar menjadi hal yang krusial dalam mencegah terjadinya sengketa 
seperti ini. 

 
4. Peran Sertipikat Tanah dalam Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga 
Selain memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, sertipikat tanah juga berperan dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan pemilik tanah, 
seperti lembaga keuangan atau pihak yang terlibat dalam transaksi pertanahan. Seperti yang 
dijelaskan oleh Fauzi (2021), "sertipikat tanah yang sah dan terdaftar di BPN tidak hanya 
memberikan perlindungan bagi pemiliknya, tetapi juga bagi pihak ketiga yang terlibat dalam 
transaksi. Sertipikat yang sah memberikan kepastian bahwa hak atas tanah tersebut memang milik 
pemilik yang sah dan tidak ada klaim lain yang dapat mengganggu transaksi." 

Dalam hal ini, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pemilik 
tanah sering kali membutuhkan sertipikat tanah yang sah sebagai jaminan atas transaksi yang 
dilakukan. Tanpa adanya sertipikat yang jelas, lembaga keuangan akan merasa ragu untuk 
melibatkan diri dalam transaksi tersebut, karena potensi sengketa yang bisa timbul. Oleh karena 
itu, sertipikat yang sah memberikan jaminan kepastian bagi pihak ketiga yang terlibat dalam 
transaksi pertanahan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sertipikat tanah memainkan peran 
yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dalam proses pewarisan. Sertipikat 
yang sah dan terdaftar di BPN dapat menghindari terjadinya sengketa antara ahli waris dan pihak 
ketiga yang tidak berkepentingan. Keberadaan sertipikat yang jelas juga memberikan 
perlindungan hukum yang kuat bagi ahli waris, memungkinkan mereka untuk membagi harta 
warisan dengan lebih mudah dan tanpa hambatan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
setiap individu untuk memastikan bahwa tanah yang mereka miliki terdaftar dengan baik di BPN 
dan memiliki sertipikat yang sah. 

Namun, meskipun sistem pertanahan di Indonesia telah memberikan landasan yang jelas bagi 
pendaftaran sertipikat tanah, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami 
pentingnya memiliki sertipikat yang terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak 
penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah dan cara untuk memperoleh sertipikat 
tanah yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah masalah hukum yang mungkin timbul di 
kemudian hari terkait dengan pembagian warisan dan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli 
waris dapat diperoleh dengan jelas dan sah. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sertipikat 
tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum dalam proses 
pewarisan. Sertipikat yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hanya 
memastikan kejelasan hak atas tanah yang diwariskan, tetapi juga mengurangi potensi sengketa 
antara ahli waris dan pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Keberadaan sertipikat yang jelas 
dan sah memperlancar proses pembagian harta warisan dan memberikan perlindungan hukum 
yang lebih kuat bagi para ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik tanah untuk 
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memastikan bahwa sertipikat mereka terdaftar dengan baik, guna menghindari masalah hukum 
yang mungkin timbul dalam proses pewarisan dan untuk menjamin hak-hak mereka di masa 
depan. 
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